
 

DEKLARASI HAK ORANG-ORANG YANG TERMASUK BANGSA ATAU SUKUBANGSA, 

AGAMA, DAN BAHASA MINORITAS 

 

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 47/135 

18 Desember 1992 

 

Majelis Umum, 

Menegaskan kembali bahwa salah satu dari tujuan-tujuan dasar PBB yang dinyatakan dalam 

Piagamnya adalah memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi dan kebebasan dasar bagi 

semua orang, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama, 

Menegaskan kembali keyakinan akan hak manusia yang dasar, martabat dan nilai kemanusiaan 

seseorang, hak yang sama dari laki-laki dan perempuan dan Bangsa-Bangsa yang besar dan kecil, 

Berkeinginan untuk memajukan perwujudan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB, 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan 

Genosida, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Kovenan 

Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Ketidaktoleransian dan Diskriminasi berdasarkan Agama atau 

Kepercayaan, dan Konvensi Hak Anak, serta instrumen internasional lainnya yang terkait yang telah 

disetujui pada tingkat universal dan regional dan ditandatangani di antara Negara-negara anggota 

PBB secara individu. 

Disemangati oleh ketentuan-ketentuan dalam Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil 

dan Politik tentang hak orang-orang yang termasuk dalam bangsa, sukubangsa, agama, dan bahasa 

minoritas. 

Mempertimbangkan bahwa pemajuan dan perlindungan hak orang-orang yang termasuk dalam 

bangsa atau sukubangsa, agama, dan bahasa minoritas akan memberi sumbangan pada stabilitas 

politik dan sosial di mana mereka tinggal, 

Menekankan bahwa pemajuan dan perwujudan terus-menerus hak orang-orang yang termasuk 

bangsa atau sukubangsa, agama, dan bahasa minoritas sebagai bagian integral dari perkembangan 

masyarakat secara keseluruhan dan dalam kerangka demokrasi yang berdasarkan peraturan hukum 

akan turut memperkuat persaudaraan dan kerja sama antara Bangsa-bangsa dan Negara-negara, 

Mempertimbangkan bahwa PBB telah memainkan peranan yang penting dalam perlindungan 

kaum minoritas, 

Mengingat pekerjaan yang telah dilakukan sejauh ini dalam sistem PBB, terutama oleh Komisi 

Hak Asasi Manusia, Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas dan 

badan-badan yang dibentuk sesuai dengan Kovenan-Kovenan Internasional tentang Hak Asasi 

Manusia dan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia dalam memajukan dan 

melindungi hak orang-orang yang termasuk bangsa atau sukubangsa, agama, dan bahasa minoritas, 

Memperhatikan pekerjaan penting yang telah dilakukan oleh organisasi-organisasi antar-
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pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah dalam melindungi kaum minoritas dan dalam 

memajukan dan melindungi hak orang-orang yang termasuk bangsa atau sukubangsa, agama, dan 

bahasa minoritas, 

Mengakui kebutuhan untuk menjamin pelaksanaan instrumen internasional tentang hak asasi 

manusia yang berhubungan dengan hak orang-orang yang termasuk bangsa atau sukubangsa, agama, 

dan bahasa minoritas dengan lebih efektif. 

Menyatakan Deklarasi Hak Orang-orang yang termasuk Bangsa atau Sukubangsa, Agama, dan 

Bahasa minoritas: 

Pasal 1 

1. Negara akan melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, sukubangsa, budaya, agama, dan 

bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisi-kondisi yang memajukan 

identitas tersebut. 

2. Negara akan mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk mencapainya. 

 

Pasal 2 

1. Orang-orang yang termasuk bangsa atau sukubangsa, agama, dan bahasa minoritas (selanjutnya 

disebut sebagai orang-orang yang termasuk kaum minoritas) mempunyai hak untuk menikmati 

kebudayaan mereka, untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri, dan untuk 

menggunakan bahasa mereka sendiri, dalam lingkungan sendiri dan umum dengan bebas dan 

tanpa gangguan atau tanpa segala bentuk diskriminasi. 

2. Orang-orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam 

kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan publik secara efektif. 

3. Orang-orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai hak untuk berpartisipasi secara efektif 

dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional dan, di mana perlu, pada tingkat regional yang 

berkaitan dengan kaum minoritas atau wilayah-wilayah di mana mereka tinggal selama tidak 

bertentangan dengan perundang-undangan. 

4. Orang-orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai hak untuk mendirikan atau 

mempertahankan perkumpulan-perkumpulan mereka sendiri. 

5. Orang-orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai hak untuk mendirikan dan memelihara 

hubungan bebas dan damai dengan anggota lain dari kelompok mereka dan dengan orang-orang 

yang termasuk kaum minoritas lainnya tanpa diskriminasi serta hubungan yang melewati batas 

negara dengan penduduk dari Negara-negara lain yang mempunyai ikatan kebangsaan atau 

sukubangsa, agama, atau bahasa dengan mereka. 

 

Pasal 3 

1. Orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak mereka, termasuk hak yang 

terdapat dalam Deklarasi ini baik secara perorangan maupun dalam komunikasi dengan anggota-

anggota lain dari kelompok mereka, tanpa diskriminasi. 

2. Orang-orang yang termasuk kaum minoritas tidak dapat dirugikan akibat melaksanakan atau 
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tidak melaksanakan hak yang terdapat dalam Deklarasi ini. 

 

Pasal 4 

1. Negara akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa orang-orang 

yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar 

mereka dengan sepenuhnya dan efektif tanpa diskriminasi, dan dengan kesamaan seutuhnya di 

hadapan hukum. 

2. Negara-negara akan mengambil upaya-upaya untuk menciptakan kondisi-kondisi yang 

menguntungkan agar orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat mengekspresikan ciri-ciri 

khas mereka dan mengembangkan budaya, bahasa, agama, tradisi-tradisi dan kebiasaan-

kebiasaan mereka, kecuali jika praktek-praktek khusus mereka merupakan pelanggaran terhadap 

hukum nasional dan bertentangan dengan standar-standar internasional. 

3. Apabila mungkin, Negara akan mengambil langkah-langkah yang diperluakan sehingga orang-

orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai kesempatan yang cukup untuk mempelajari 

bahasa ibu mereka atau menggunakan bahasa ibu mereka. 

4. Bila dibutuhkan Negara-negara harus mengambil upaya-upaya dalam bidang pendidikan, dalam 

rangka mendorong pengetahuan akan sejarah, tradisi, bahasa dan kebudayaan dari kaum 

minoritas yang ada di wilayah mereka. Orang-orang yang termasuk minoritas harus mempunyai 

kesempatan yang cukup untuk memperoleh pengetahuan tentang masyarakat secara menyeluruh. 

5. Negara akan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat sehingga orang-orang yang 

termasuk kaum minoritas dapat berpartisipasi secara penuh dalam perkembangan dan 

pembangunan ekonomi di Negara mereka. 

 

Pasal 5 

1. Program-program dan kebijaksanaan-kebijaksanaan nasional harus direncanakan dan 

dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang sah dari orang-orang yang 

termasuk kaum minoritas. 

2. Program-program kerja sama dan bantuan antar-Negara harus direncanakan dan dilaksanakan 

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang sah dari orang-orang yang termasuk 

minoritas. 

 

Pasal 6 

Negara-negara akan bekerja sama dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan orang-

orang yang termasuk kaum minoritas, antara lain tukar-menukar informasi dan pengalaman untuk 

meningkatkan rasa saling memahami dan mempercayai. 

 

Pasal 7 

Negara-negara akan bekerja sama dalam rangka memajukan penghormatan terhadap hak yang 

terdapat dalam Deklarasi ini. 
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Pasal 8 

1. Tidak ada satupun dalam Deklarasi ini yang dapat mencegah pemenuhan kewajiban-kewajiban 

internasional dari Negara berkenaan dengan orang-orang yang termasuk kaum minoritas. 

Terutama, Negara harus beritikad baik memenuhi segala kewajiban dan komitmen yang terdapat 

dalam perjanjian-perjanjian dan kesepakatan internasional di mana mereka menjadi Pihak. 

2. Pelaksanaan hak yang terdapat dalam Deklarasi ini tidak akan mengganggu penikmatan hak asasi 

manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui secara universal. 

3. Upaya-upaya yang diambil oleh Negara-negara untuk menjamin penikmatan hak yang terdapat 

dalam Deklarasi ini dengan efektif, tidak boleh bertentangan dengan prinsip persamaan yang 

dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 

4. Deklarasi ini tidak mengijinkan segala kegiatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan 

prinsip-prinsip PBB, termasuk persamaan kedaulatan, integritas wilayah, dan kemandirian politik 

Negara. 

 

Pasal 9 

Badan-badan khusus dan organ-organ lain dalam sistem PBB sesuai dengan bidang 

kompetensinya harus turut serta dalam mewujudkan hak dan prinsip-prinsip yang dicantumkan 

dalam Deklarasi ini sepenuhnya. 
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